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STANDAR TINDAK LANJUT AUDIT KINERJA

A. KOMUNIKASI DENGAN AUDITI
Auditor harus mengkomunikasikan kepada auditi bahwa tanggung jawab
untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti temuan audit kinerja dan
rekomendasi berada pada auditi.

Komunikasi mengenai tanggung jawab penyelesaian tindak lanjut
dimaksudkan untuk menegaskan bahwa auditi bertanggungjawab untuk
menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit. Penegasan ini diperlukan
agar pihak auditi dapat mengambil tindakan konkrit sesegera mungkin.
Kesalahan atau kekeliruan yang tidak segera diperbaiki dapat
memperburuk keadaan yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian
yang lebih besar.

Sebelum kegiatan audit berakhir, auditor harus memperoleh pernyataan
atau penegasan tertulis dari auditi bahwa hasil auditnya akan
ditindaklanjuti.

B. PROSEDUR PEMANTAUAN
Auditor harus memantau dan mendorong tindak lanjut atas temuan
beserta rekomendasi.

Auditor harus mendokumentasikan data temuan audit untuk keperluan
pemantauan tindak lanjut dan memutakhirkan data temuan audit sesuai
dengan informasi tentang tindak lanjut yang telah dilaksanakan auditi.
Pemantauan dan penilaian tindak lanjut bertujuan untuk memastikan
bahwa tindakan yang tepat telah dilaksanakan oleh auditi sesuai
rekomendasi. Manfaat audit tidak hanya terletak pada banyaknya temuan
yang dilaporkan, namun juga terletak pada efektifitas tindak lanjut temuan
tersebut. Temuan yang tidak ditindaklanjuti dapat merupakan indikasi
lemahnya pengendalian auditi dalam mengelola sumber daya yang
diserahkan kepadanya.

Apabila auditi telah menindaklanjuti temuan dengan cara yang berlainan
dengan rekomendasi yang diberikan, auditor harus menilai efektifitas
penyelesaian tindak lanjut tersebut. Auditor tidak harus memaksakan
rekomendasinya ditindaklanjuti namun harus dapat menerima langkah lain
yang ternyata lebih efektif.

Pada saat pelaksanaan kegiatan audit, auditor harus memeriksa tindak
lanjut atas rekomendasi audit sebelumnya. Apabila terdapat rekomendasi
yang belum ditindaklanjuti, auditor harus memperoleh penjelasan yang
cukup mengenai sebab rekomendasi belum dilaksanakan, dan selanjutnya
auditor wajib mempertimbangkan kejadian tersebut dalam program audit



yang akan disusun. Demikian pula terhadap tindak lanjut yang sudah
dilaksanakan harus pula menjadi perhatian dalam penyusunan program
audit.

e Auditor harus menilai pengaruh temuan audit yang tidak atau belum
ditindaklanjuti terhadap simpulan atau pendapat atas audit yang sedang
dilaksanakan.

C. STATUS TEMUAN

Auditor harus melaporkan status temuan beserta rekomendasi audit

kinerja sebelumnya yang belum ditindaklanjuti.

e Auditor harus mengidentifikasi status temuan audit guna menunjang
penyusunan laporan status temuan. Hal tersebut dilakukan dalam upaya
penuntasan tindak lanjut temuan.

e Laporan status temuan disampaikan auditor kepada pihak yang
berkepentingan sesuai dengan ketentuan. Laporan tersebut memuat antara
lain:

1. temuan dan rekomendasi;
2. sebab-sebab belum ditindaklanjutinya temuan;
3. komentar dan rencana pihak auditi untuk menuntaskan temuan.

D. KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DAN KECURANGAN

Terhadap temuan yang berindikasi adanya tindakan ketidakpatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan dan kecurangan, auditor harus

membantu aparat penegak hukum terkait dalam upaya penindaklanjutan
temuan tersebut.

e Temuan yang berindikasi adanya tindakan ketidakpatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan merupakan temuan yang mengungkapkan
kesalahan atau kesengajaan yang merugikan negara, atau tindakan yang
menyimpang dari ketentuan yang dapat mengandung unsur tuntutan
pidana atau perdata. Tindak lanjut temuan hasil audit yang berindikasi
tindakan melawan hukum perlu ditangani oleh instansi terkait dengan cepat
dan lugas, sehingga penyelesaian tidak berlarut-larut. Auditor berkewajiban
untuk melaporkan temuan tersebut melalui jalur yang telah ditetapkan dan
wajib membantu aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus
tersebut.

e Auditor harus melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan
meneliti sebab - sebab tidak atau belum adanya proses hukum.
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